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PUTUSAN
Nomor 203/Pdt.G/2019/PA.Jpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:
I (1 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan Supir Mobil Rental, tempat kediaman di
Belakang Bank BRI Tanah Hitam, Kelurahan Asano, Distrik
Abepura, Kota Jayapura, sebagai Pemohon;
melawan
I v 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Hamadi
Tanjung, RT.001/RW.003, Kelurahan Hamadi, Distrik
Jayapura Selatan Kota Jayapura, sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah
memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 12 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Jayapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
203/Pdt.G/2019/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.Bahwa pada tanggal 23 November 1995 Pemohon dengan

Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
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2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama

sebagai suami-istri di rumah orang tua Termohon di Hamadi Tanjung

selama 1 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di

kontrakan bersama di Hamadi Tanjung, Kemudian Pemohon pindah di

belakang Bank BRI Tanah Hitam hingga sekarang;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah

di karuniai 4 orang anak yang bernama:

1. . | -«i-aki, Lahir pada tanggal 17 Juli 1996 (umur 23
tahun)

2. i pada tanggal 10 Juli 1999 (umur 20
tahun)

3. Risma, Perempuan, Lahir pada tanggal, 02 Agustus 2001 (umur 19
tahun)

4 . <2k lahir pada tanggal 15 Agustus 2008
(umur 11 tahun), bahwa anak-anak tersebut sekarang berada di
bawah asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon
rukun dan harmonis tetapi, sejak bulan Desember 2014 hubungan
rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon
sering mengucapkan kata-kata kotor berupa makian kepada Pemohon,
ketika sedang bertengkar;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi
bulan Juni 2018 saat itu Termohon tidak terima bahwa Pemohon telah

menikah dengan wanita lain serta telah memiliki anak, sehingga
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membuat Termohon marah dan mengajukan perceraian di Pengadilan
Agama Jayapura, namun perkara tersebut telah di cabut oleh
Termohon. dan hingga satu tahun berselang setelah Termohon
mencabut gugatanya tersebut, sikap Termohon tidak kunjung berubah
dan tetap tidak terima dengan hadirnya istri kedua dari Pemohon.;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal
sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang, tidak ada komunikasi dan tidak
ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas
Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun
kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang
bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin
Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah
memenuhi  persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq. Majelis
Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon [ G
I . tuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon [
I

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;
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Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan
Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan
Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon
untuk menempu upaya mediasi, hamun sesuai laporan Mediator (Abdul
Rahman, S.H.l.) tanggal 10 Juli 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan
Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon,;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan
jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

. Bahwa pada poin 1 sampai 5 benar;

e Bahwa pada poin 6 benar antara Pemohon dan Termohon sudah
berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman
bersama, Termohon tetap tinggal di Hamadi sedangkan Pemohon
tinggal ditanah Hitam;

¢ Bahwa Termohon mengetahui Pemohon sudah menikah lagi dengan
perempuan yang bernama [l setelah Pemohon mempunyai anak
satu orang yang telah berumur 2 tahun;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan
replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut,
Termohon telah mengajukan Duplik secara lisan yang intinya tetap pada
jawaban Termohon ;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:
A. Bukti Surat yaitu:
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I Hukii surat tersebut telah diberi meterai cukup,
telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon [Jlii
. ookt surat tersebut
telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi
tanda P2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah
mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. [, (. 20 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan karyawan Konter Hp, bertempat tinggal di Hamadi
Tanjung, RT.001/RW.003, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan
Kota Jayapura, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

e Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena ada
hubungan keluarga, saksi adalah keponakan Pemohon;

. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang
menikah di Sentani pada tahun 1995;

e Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;

. Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan
Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak
harmonis;

e Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon

dan Termohon tidak harmonis;
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e Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon dan Termohon telah
berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;

e Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon
berpisah tempat tinggal;

e Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon pernah mengajak Termohon
rukun kembali, namun Termohon sudah tidak mau kembali kepada
Pemohon;

e Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun
kembali, namun tidak berhasil;

2. . ' 50 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Hamadi Tanjung,
Rt.01, Rw.03 ,Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura selatan, Kota
Jayapura, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

e Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena ada
hubungan keluarga, Saksi adalah kakak kandung Pemohon,
sedangkan Termohon adalah adik ipar Saksi;

e Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah
pada tahun 1995 di Sentani;

e Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon telah
dikaruniai 4 orang anak;

e Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun
yang lalu sudah tidak harmonis;

e Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan
Termohon tidak harmonis, karena Pemohon telah menikah lagi dengan
perempuan yang bernama Leviana dan telah dikaruniai satu orang
anak;
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e Bahwa sepngetahuan Saksi antara Pemohon dan Termohon tidak
satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu;

e Bahwa setahu Saksi yang keluar dari rumah kediaman bersama
adalah  Termohon, dan tinggal di belakang BRI Tanah Hitam,
sedangkan Pemohon tetap tinggal di Hamadi Tanjung;

¢ Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon pernah mengajak Termohon
rukun kembali, namun Termohon tidak mau karena Pemohon sudah
menikah lagi;

e Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali
dengan Termohon, namun tidak berhasil;

. I (. 20 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan karyawan Konter Hp, bertempat tinggal di Hamadi
Tanjung, RT.001/RW.003, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan
Kota Jayapura, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

e Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena ada
hubungan keluarga, Saksi adalah anak kandung Pemohon dan
Termohon,;

. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang
anak, dan Saksi adalah anak kedua dari Pemohon dan Termohon ;

. Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan
Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2018
mulai tidak harmonis;

. Bahwa sejak 4 bulan yang lalu saksi baru mengetahui bahwa
Pemohon telah menikah dengan wanita lain bernama [l dan
sudah memiliki anak satu;

. Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon dan Termohon

sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun;
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e Bahwa sepengetahuan Saksi yang pergi meninggalkan rumah

kediaman bersama adalah Pemohon;

e Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon sekarang tinggal di Tanah

Hitam di Belakang BRI, sedangkan Termohon tinggal di rumah

Kontrakan di Hamadi;

. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon pernah

datang kerumah Termohon untuk melihat ana-anak Pemohon dan

Termohon;

. Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon,

namun Termohon tidak mau rukun kembali dengan Pemohon. Karena

Termohon tidak mau dimadu

Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Pemohon Termohon
menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan
bahwa ia tetap permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon
menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Termohon mengikuti apa
yang diinginkan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara
resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan
terhadap Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan
ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya
mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan kembali
membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh
karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg jo. pasal
82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006,
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.pasal 31
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum
Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon
dan Termohon menempuh perdamaian melalui proses Mediasi, hal ini
sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, nhamun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil,
maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk
umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan
Termohon pada tanggal 23 November 1995 di Sentani dan ikatan
perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian
Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara
permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon
agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan
bahwa sejak bulan Desember 2014 sudah tidak harmonis sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan memuncak pada

bulan Juni 2018 sampai sekarang Pemohon dengan Termohon telah terjadi
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pisah tempat tinggal. Hal tersebut disebabkan karena Termohon sering
mengucapkan kata-kata kotor berupa makian kepada Termohon ketika
sedang bertengkar, Termohon tidak terima karena Pemohon telah menikah
lagi dengan perempuan yang bernama |l dan telah dikaruniai anak
satu orang dari isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon
mengakui adanya penyebab tersebut serta menbenarkan seperti yang
terurai dalam jawaban Termohon tersebut diatas, sampai akhirnya terjadi
pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih
satu tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan
terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, namun ini menyangkut
perkarakan perceraian untuk menghindari keterangan palsu, maka
Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 3 (tiga)
orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas
nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta otentik dan telah
bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada
tanggal 23 November 1995, tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik
Sentani, Kabupaten Jayapura. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta
mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan bukti
otentik yang didukung dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi, maka antara

Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti secara sah dan
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B4

meyakinkan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah hingga
sekarang sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah
bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang
berwenang sebagai akta autentik bermeterai cukup, telah dicap pos
(nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon
bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon yang
merupakan wilayah vyurisdiksi Pengadilan Agama Jayapura, sehingga
pengajuan Pemohon konvensi ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah
diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan
Agama Jayapura berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi
aitu: |
I, <-tioanya telah memberikan keterangan
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
isi keterangan ketiga saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri
oleh para saksi, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Pemohon dan keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian
satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh
Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi
tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan

materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan
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pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307,
308, 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi
Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian
yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan
Saksi tersebut di atas, maka Majlis Hakim telah menemukan fakta hukum
dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah
pada pada tanggal 23 November 1995 dan telah dikaruniai 4 orang
anak;

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis
sejak bulan Desember 2014, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang terus menerus, yang di sebabkan karena Termohon sering
mengucapkan kata-kata kotor berupa makian kepada Pemohon ketika
sedang bertengkar, dan memuncak pada bulan Juni 2018 karena
Termohon mengetahui bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan
perempuan yang bernama Leviana dan telah dikaruniai satu orang anak;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal kurang
lebih satu tahun lamanya;

4, Bahwa, para saksi pernah menasehati kedua belah pihak, namun
tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2
memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap
Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus
ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai
suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun
1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah
satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali
rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai
talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus.

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada
harapan untuk kembali rukun dan mengakibatkan pisah tempat tinggal.

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga
Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon
dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan
Pemohon telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah
terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan yang di sebabkan

karena Termohon sering mengucapkan kata-kata kotor berupa makian
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kepada Pemohon, dan memuncak pada bulan Juni 2018 karena Termohon
mengetahui bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan yang
bernama Leviana dan telah dikaruniai satu orang. Dengan demikian unsur
pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari
perselisihan dan perterngkaran yang terjadi antara Pemohon dengan
Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 atau
kurang lebih satu tahun lamanya. Dengan demikian unsur kedua juga telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap
persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. | Tahun 1975, bahkan
Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA
No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian
maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas,
maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk
mentalak Termohon adalah benar dan beralasan hukum, maka
berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal mana demi
menghilangkan penderitaan pada diri Pemohon dan Termohon, maka
perceraian adalah jalan yang terbaik bagi mereka berdua, hal ini sesuai
gaedah fighiyah yang menyatakan:"adharar  yuzalu", artinya:
kemudharatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-
dalil/lgaidah hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Bagarah ayat
227 berbunyi:
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pale grom all 19 18 3 Wal lse o 0l

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk thalak, maka

sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha
mengetahui;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang
didalamnya telah terjadi perselisihan akan sulit untuk mewujudkan rumah
tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah warahmah seperti yang
diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan
menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah
satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat
pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq
yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus
perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian
ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak
bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah
hilang ( tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti
menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang
berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang
bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat
ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan sudah menjadi pecah (broken
marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan seperti
tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk cerai dengan
Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut

dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 dan 131 ayat (2)
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Kompilasi Hukum Islam, majelis Hakim akan memberi izin kepada
Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa hak ex officio hakim merupakan hak yang
dimiliki oleh hakim karena jabatannya untuk memberikan hak yang dimiliki
oleh istri walaupun hak tersebut tidak ada dalam tuntutan atau permohonan
istri di dalam persidangan, oleh karena itu majelis hakim yang mengadili
dan memeriksa perkara ini memutus lebih dari yang diminta karena
jabatannya hal tersebut berdasarkan pasal 41 huruf (¢) undang-undang No.
1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 149 huruf a dan huruf b suami
yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib memberikan nafkah Iddah
dan Mut’ah;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-
dalil/gaidah hukum :

10 Dalam Kitab Al Igna’ juz Il halaman 177 :
a99:llg iSaudl axnz 1 sainoll wasug
Artinya:” Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami iddah raj’iy
yaitu tempat tinggal dan nafkah ”
20 Dalam Al Qur’an Surat Al Bagarah ayat 241 Allah Swt berfirman :
99 nalls glio wlallaally
Artinya:" Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh
suaminya) mut’ah (pemberian) menurut yang ma’ruf ”
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal
41 Huruf (c) Undang-undang Nomor | Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Termohon tidak dikategorikan sebagi
nuzuz, maka Majlis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk

memberikan nafkah iddah kepada Termohon;
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Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bersedia memberikan
nafkah lddah sesuai dengan kesanggupan Pemohon, dan Mut'ah sesuai
kesepakatan bersama Pemohon dan Termohon yang menjadi hukum dan
harus ditaati, untuk itu Majelis menyatakan bahwa Pemohon harus
membayar kepada Termohon nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga
juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan, sehingga berjumlah Rp.
9.000.000,- dan Mut'ah berupa sebuah rumah yang berukuran 4 x 8 meter
persegi, yang terletak di JI. Hamadi Tanjung, RT.001/RW.003, Kelurahan
Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan
maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang
No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50
tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan
perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan
dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon |G U«
menjatuhkan talak terhadap Termohon || Jidepan

sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon yaitu:
a. Nafkah iddah sejumlah, Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah)
setiap bulan, selama 3 bulan berjumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan

juta rupiah);
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b. Mut'ah berupa sebuah rumah yang berukuran 4 x 8
meter persegi, yang terletak di JI. Hamadi Tanjung, RT.001/RW.003,
Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Masehi
bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijar 1440 Hijriah oleh Drs. H. Nurul
Huda, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.
dan Dra. Hj. Sitti Amirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Masehi
bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijar 1440 dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan
didampingi oleh Hj. Surmiani, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti, dengan

dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H. Dra. Hj. Siti Amirah
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Panitera Pengganti

Hj. Surmiani, S.H.l.
Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 170.000,00
- PNBP Panggilan :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp_6.000.00
Jumlah : Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
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Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Jayapura

Panitera

Drs. M. Idris, S.H., M.H.
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